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Pengantar 

 

Saat ini Pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), 
yang salah satunya membahas tentang tindak pidana penyiksaan. Tindak pidana ini diatur dalam Bab 
‘Tindak Pidana Jabatan’ dan berada dalam bagian ‘Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana Penyiksaan. 
RKUHP, dalam penjelasan mengenai tindak penyiksan ini, menguraikan bahwa penyiksaan merupakan 
salah satu tindak pidana internasional melalui Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention 
against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/UNCAT). Indonesia 
telah meratifikasi Konvensi tersebut, dan oleh karenanya penyiksaan dikategorikan sebagai tindak 
pidana.  
 
Hukum Indonesia juga tegas melarang penyiksaan. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, 
menyatakan hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun. Hak untuk bebas dari penyiksaan juga tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia.  
 
Berbagai peraturan yang lebih khusus dan berbagai peraturan internal institusi keamanan telah 
melarang penyiksaan, yang misalnya mengatur larangan bagi anggota kepolisian untuk melakukan 
kekerasan dan penyiksaan. Komitmen Indonesia untuk melarang penyiksaan semakin kuat dengan 
keikutsertaan Indonesia sebagai negara pihak dalam perjanjian internasional HAM, yakni dengan 
meratifikasi ICCPR dan UNCAT.  
 
Selama ini pemeriksan kasus penyiksaan umumnya menngunakan pasal-pasal penganiayaan dalam 
KUHP. Namun, masalahnya pengaturan ‘penganiayaan’ dalam KUHP tidak cukup mampu menghadapi 
kompleksitas suatu tindakan penyiksaan, baik dari sisi tingkat kejahatan (gravity of the offence) 
penyiksaan maupun kemampuan untuk menjangkau aktor-aktor yang terlibat dan harus dihukum. 
Akibatnya, banyak kasus penyiksaan yang kemudian diperlakukan sebagai kejahatan biasa dan hanya 
menjangkau para pelaku langsung dengan hukuman yang relatif ringan.  
 
Masuknya tindak pidana penyiksaan dalam R KUHP perlu didukung secara serius. Oleh karena itulah 
maka tulisan ini bertujuan untuk mencoba memberikan analisa tentang perumusan kejahatan 
penyiksaan dalam RKUHP dan merekomendasikan perbaikan perumusan kejahatan penyiksaan dalam 
hukum pidana nasional.  
 

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) 
Supriyadi Widodo Eddyono 
Direktur Eksekutif  
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Pendahuluan 

 

Pemerintah dan DPR saat ini sedang membahas Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), 
yang salah satunya membahas tentang tindak pidana penyiksaan. Tindak pidana ini diatur dalam Bab 
‘Tindak Pidana Jabatan’ dan berada dalam bagian ‘Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana 
Penyiksaan.1  
 
RKUHP, dalam penjelasan mengenai tindak penyiksan ini, menguraikan bahwa penyiksaan merupakan 
salah satu tindak pidana international melalui Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention 
against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/UNCAT). Indonesia 
telah meratifikasi Konvensi tersebut, dan oleh karenanya penyiksaan dikategorikan sebagai tindak 
pidana.2  
 
Hukum internasional dan hukum nasional berbagai negara menyatakan secara tegas, bahwa penyiksaan 
merupakan perbuatan terlarang dan penyiksaan merupakan kejahatan. Hukum internasional yang 
melarang tindakan penyiksaan misalnya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration 
on Human Rights/UDHR), Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (the International Covenan on 
Civil and Political Rights/ICCPR), UNCAT, hukum humaniter internasional, serta berbagai instrumen HAM 
di tingkat regional. Banyak negara juga telah melarang penyiksaan dan bahkan menyusun suatu undang-
undang khusus, misalnya Philipina3 dan Maladewa.4 
 
Hukum Indonesia juga tegas melarang penyiksaan. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, 
menyatakan hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun.5 Hak untuk bebas dari penyiksaan juga tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia.6 Berbagai peraturan yang lebih khusus7 dan berbagai peraturan internal institusi 
keamanan8 telah melarang penyiksaan, yang misalnya mengatur larangan bagi anggota kepolisian untuk 
melakukan kekerasan dan penyiksaan. Komitmen Indonesia untuk melarang penyiksaan semakin kuat 
dengan keikutsertaan Indonesia sebagai negara pihak dalam perjanjian internasional HAM, yakni dengan 
meratifikasi ICCPR9 dan UNCAT.10  

                                                           
1
 Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Tahun 2015 (RKUHP).  
2
 Ibid, Penjelasan Pasal 669.  

3
 Philipina, Anti Tortute Act 2009 (Republic Act No. 9745), 2009.   

4
 Maladewa, Act on the Prohibition and Prevention of Torture 2013, 2013.    

5
 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28I.  

6
 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1(4) dan 33(1).  

7
 Regulasi yang lebih khusus ini misalnya UU Kepolisian yang mewajibkan aparat kepolisian ini mematuhi hukum 

internasional terkait dengan larangan penyiksaan. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Republik Indonesia, Penjelasan Umum.  
8
 Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implemantasi 

Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 
10(e). 
9
 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenan on Civil and 

Political Rights (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, pasal 1(1).  
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Namun, kejahatan penyiksaan dengan perumusan berdasarkan definisi dari UNCAT, belum benar-benar 
dirumuskan sebagai kejahatan dalam hukum pidana Indonesia. Kasus-kasus penyiksaan selama ini 
seringkali diadili dengan delik pidana dalam kategori ‘penganiayaan’ sebagaimana diatur dalam KUHP. 
Berbagai kajian dan laporan menunjukkan, penggunaan delik ‘penganiayaan’ tersebut tidak memadai 
atau mencukupi karena perbedaan unsur-unsur kejahatan penyiksaan berdasarkan definisi UNCAT  
dengan delik ‘penganiayaan’ sebagaimana diatur dalam KUHP. Pengaturan ‘penganiayaan’ dalam KUHP 
tidak cukup mampu menghadapi kompleksitas suatu tindakan penyiksaan, baik dari sisi tingkat 
kejahatan (gravity of the offence) penyiksaan maupun kemampuan untuk mengjangkau aktor-aktor yang 
terlibat dan harus dihukum. Akibatnya, banyak kasus penyiksaan yang kemudian diperlakukan sebagai 
kejahatan biasa dan hanya menjangkau para pelaku langsung dengan hukuman yang relatif ringan.  
 
Pengaturan kejahatan penyiksaan dalam hukum pidana Indonesia yang belum lengkap tersebut, 
mendapatkan momentumnya ketika Pemerintah dan DPR mengajukan RKUHP, yang berupaya 
merumuskan tindak pidana penyiksaan berdasarkan UNCAT. Upaya ini akan memastikan bahwa 
penyiksaan merupakan kejahatan dalam hukum pidana Indonesia, sekaligus mempercepat kewajiban 
internasional Indonesia sebagai negara pihak dalam UNCAT.11 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah 
menyerukan, agar semua negara dalam menyusun hukum nasionalnya, secara minimal mengatur 
kejahatan penyiksaan dengan definisi penyiksaan sesuai dengan Pasal 1 UNCAT (in accordance, at a 
minimum, with the elements of torture as defined in article 1 of the Convention).12 Setiap negara juga 
dapat merumuskan definisi kejahatan penyiksaan secara luas, dengan tujuan untuk lebih melindungi 
warga negara dari kejahatan penyiksaan, perlakuan kejam dan tidak manusiawi,13 serta meningkatkan 
tujuan-tujuan dari UNCAT (advances the object and purpose of the Convention).14 
 
RKUHP telah merumuskan kejahatan penyiksaan yang merujuk pada pengertian penyiksaan 
sebagaimana Pasal 1 UNCAT dengan modifikasi redaksionalnya. Pertanyaan yang muncul kemudian 
adalah, dengan hanya mengadopsi perumusan dalam UNCAT tersebut apakah akan cukup memberikan 
pengaturan yang efektif dan kuat untuk melakukan penghukuman kepada para pelaku penyiksaan, 
termasuk mampu mencegah  perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau 
merendahkan martabat manusia? Pada satu sisi, pengadopsian ini menujukkan Pemerintah telah 
berupaya mengikuti dan sejalan dengan ketentuan hukum HAM internasional. Pada sisi yang lain, 
perumusan definsi penyiksaan yang demikian masih merupakan definisi yang  umum dan dalam konteks 
Indonesia masih memerlukan perumusan yang lebih rinci sebagai suatu perumusan tindak pidana, 
termasuk kebutuhan tentang penjelasan unsur-unsur kejahatan yang memadai. Selain itu, apakah 
RKUHP juga perlu mengatur perbuatan ‘perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak 
Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia’?, karena UNCAT juga memberikan kewajiban negara 
untuk mencegah perbuatan-perbuatan tersebut.  
 

                                                                                                                                                                                           
10

 Republik Indonesia, Undang-Undang  No. 5 Tahun 2008 tentang Pengesahan Convention against Torture and 
other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), pasal 1(1).  
11

 UN General Assembly, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment, 10 December 1984, United Nations, Treaty Series, vol. 1465, p. 85, pasal 4.  
12

 UN Committee Against Torture (CAT), General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties, 24 
January 2008, CAT/C/GC/2, para 8. 
13

Ibid, para 9.  
14

 Ibid. 
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Hal lain yang juga penting dipastikan, karena tindak pidana ini dimasukkan dalam KUHP,  adalah 
sejumlah prinsip dan ketentuan penting terkait dengan penyiksaan, yakni ketentuan mengenai 
pembatasan jangka waktu penuntutan atau penerapan daluarsa (statutory limitations), bentuk 
pertanggungjawaban para pelaku (modes of liabilities), dan ketentuan mengenai perintah atasan. Ketiga 
masalah tersebut akan menentukan apakah suatu pengaturan mengenai kejahatan penyiksaan akan 
efektif menghukum para pelaku dan memastikan tidak adanya amnesti kepada mereka. 
 
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan analisa tentang perumusan kejahatan penyiksaan dalam RKUHP 
dan merekomendasikan perbaikan perumusan kejahatan penyiksaan dalam hukum pidana nasional. 
Tulisan ini akan disusun dalam lima bagian; (i) pengantar; (ii) pengaturan kejahatan penyiksaan dalam 
hukum internasional, yang menjelaskan tentang berbagai hukum internasional yang melarang 
penyiksaan, khususnya penyiksaan sebagaimana yang diatur dalam UNCAT; (iii) pengaturan penyiksaan 
dalam hukum Indonesia, yang mengalisis berbagai peraturan yang sudah ada dan kelemahannya; (iv) 
analisa perumusan tindak pidana penyiksaan dalam RKUHP dan rekomendasi perubahannya, dan (v) 
penutup.  
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Pengaturan Kejahatan Penyiksaan dalam Hukum Internasional 

2.1 Pengaturan Penyiksaan Dalam Berbagai Instrumen Hukum Internasional  

Kejahatan penyiksaan, sebagaimana kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang dan 
agresi adalah termasuk jus cogens,15 sebagai hukum yang memaksa dan mempunyai hierarki yang 
tertinggi dari semua norma dan prinsip.16 Konsekuensinya, norma-norma yang termasuk jus cogens 
tersebut adalah norma yang harus ditaati dan tidak dapat dikurangi (non-derogable), yang berarti pula 
bahwa penyiksaan dilarang dalam situasi apapun.17 Melengkapi sifat kejahatan penyiksaan ini, suatu 
perintah komandan atau atasan tidak dapat menjadi pembenar untuk melakukan kejahatan 
penyiksaan.18 
 
Berbagai hukum HAM Internasional dibentuk dengan tujuan untuk melarang dan menghapuskan 
tindakan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan 
Manusia. UDHR merupakan salah satu dokumen awal yang mengatur tentang larangan penyiksaan, 
menyatakan bahwa “no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment.”19 Kemudian, muncul instrumen lainnya yang lebih mengikat secara hukum, yakni ICCPR, 
merumuskan larangan penyiksaan dengan definisi yang mirip dengan UDHR, yang menambahkan 
ketentuan bahwa tidak seorangpun dapat menjadi subject eksperimen medis atau ilmiah tanpa 
persetujuan. ICCPR juga menegaskan larangan penyiksaan berlaku dalam situasi apapun.20  
 

“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or 
scientific experimentation.”21  

 
Pengaturan tentang larangan penyiksaan yang lebih komprehensif diatur dalam UNCAT. Konvensi ini 
memberikan definisi tentang maksud dari penyiksaan dan mengatur tentang berbagai kewajiban negara 
terkait dengan penyiksaan. (tentang UNCAT akan diuraikan di bagian bawah).  
 
Di tingkat regional juga terbentuk berbagai instrumen yang melarang penyiksaan, diantaranya the 
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,22 the American 

                                                           
15

 M. Cherif Bassiouni, “International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes”, Law and Contemporary 
Problems, 59: 4, 1996, 68.  
16

 Ibid, “A Functional Approach to “General Principles of International Law”, Michigan Journal of International Law, 
11, 1990, 801-09.  
17

 UN Committee Against Torture (CAT), General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties, 24 
January 2008, CAT/C/GC/2, para 5.  .   
18

 UN General Assembly(1), International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, United Nations, 
Treaty Series, vol. 999, pasal 7.  
19

 UN General Assembly, UN Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948, 217 A (III), Pasal 5. 
20

 UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, United Nations, 
Treaty Series, vol. 999, pasal 4(2).   
21

 Ibid, pasal 7.  
22

 Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as 
amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4 November 1950, pasal 3.  
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Convention on Human Rights,23 the African Charter on Human dan People’s Rights,24 dan the Arab 
Charter on Human Rights.25 Pasal 8 the Arab Charter on Human Rights menyatakan:  
 

“1. No one shall be subjected to physical or psychological torture or to cruel, degrading, 
humiliating or inhuman treatment.  
2. Each State party shall protect every individual subject to its jurisdiction from such practices 
and shall take effective measures to prevent them. The commission of, or participation in, such 
acts shall be regarded as crimes that are punishable by law and not subject to any statute of 
limitations. Each State party shall guarantee in its legal system redress for any victim of torture 
and the right to rehabilitation and compensation.”26 

 
Dalam hukum humaniter Internasional penyiksaan tegas dilarang, sebagaimana diatur dalam Konvensi 
Jenewa 1949 (the Geneva Convention of 1949) dan Protokol Tambahan (additional Protocols) 8 Juni 
1977.27 Pasal 17 Konvensi Jenewa Ketiga menyatakan:  
 

“No physical or mental torture, nor any other form of coercion, may be inflicted on prisoners of 
war to secure from them information of any kind whatever. Prisoners of war who refuse to 
answer may not be threatened, insulted, or exposed to unpleasant or disadvantageous 
treatment of any kind.”28 

 
Demikian pula dengan Common Article 3 of the Geneva Convention, menyatakan “violence to life, and 
person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture” adalah dilarang dalam 
situasi apapun.29 Dalam konflik bersenjata internasional, penyiksaan dikategorikan sebagai pelanggaran 
berat dan kejahatan perang,30 sementara dalam konflik bersenjata non-internasional, penyiksaan 
dikategorikan sebagai pelanggaran yang serius.   
 
Kejahatan penyiksaan menjadi salah satu kejahatan dasar (underlying acts/offences) dari Kejahatan 
terhadap Kemanusiaan, sebagaimana diatur salam Statuta Roma 1998 (Rome Statute 1998) untuk 
Mahkamah Pidana Internasional (the International Criminal Court/ICC). Statuta ini mendefinisikan 
penyiksaan, dengan perumusan:  
 

                                                           
23

 Organization of American States (OAS), American Convention on Human Rights, "Pact of San Jose", Costa Rica, 22 
November 1969, pasal 5(2). 
24

 Organization of African Unity (OAU), African Charter on Human and Peoples' Rights ("Banjul Charter), "), 27 Juni 
1981, CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), pasal 5.  
25

 League of Arab States, Arab Charter on Human Rights, 15 September 194 pasal 8.  
26

 Ibid. 
27

 International Committee of the Redcross, “What Does the Law Say about Torture?”, ICRC, 24 Juni 2011 
<https://www.icrc.org/eng/resources/documents/faq/torture-law-2011-06-24.htm>.   
28

 International Committee of the Red Cross (ICRC), Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of 
War (Third Geneva Convention), 12 August 1949, 75 UNTS 135, pasal 17.   
29

 Ibid, pasal 3(1)(a).  
30

 International Committee of the Red Cross (ICRC), Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 
1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 Juni 1977, 1125 UNTS 
3, pasal 85.   

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/faq/torture-law-2011-06-24.htm
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“the intentional infliction of severe pain or suffering, whether physical or mental, upon a person 
in the custody or under the control of the accused; except that torture shall not include pain or 
suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful sanctions.”31 

 
Berbagai larangan penyiksaan juga terdapat dalam banyak instrumen yang tidak mengikat, baik dalam 
bentuk panduan maupun code of conduct. Bebagai instrumen tersebut diantaranya,  the UN Code of 
Conduct for Law Enforcement Officials (1979),32 the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms 
by Law Enforcement Officials (1990), and the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of 
Prisoners (1957).33 Keseluruhan instrumen softlaws ini melengkapi instrumen dalam hukum 
internasional yang melarang penyiksaan.  
 

2.2. Pengaturan Penyiksaan Berdasarkan UNCAT  

 UNCAT mengatur tentang kejahatan penyiksaan yang mencakupi definisi penyiksaan dan 
berbagai kewajiban negara pihak. Setiap negara pihak berkewajiban melakukan langkah-langkah yang 
efektif dalam bidang legislatif, administratif, yudisial atau langkah-langkah lain untuk mencegah 
penyiksaan dalam wilayahnya.34 Konvensi ini juga menegaskan, tidak ada dalam situasi/kondisi apapun 
atau pengecualian apapun dibenarkan untuk melakukan penyiksaan, termasuk pembenaran melakukan 
penyiksaan karena perintah atasan atau pejabat publik.  
 

“1. Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to 
prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction. 
2. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal 
political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture. 
3. An order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of 
torture.”35 

 
Penyiksaan tidak diperbolehkan dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi dimana terdapat 
ancaman terorisme, kejahatan dengan kekerasan serta konflik bersenjata baik internal maupun 
internasional. Komite Menentang Penyiksaan (Committee Against Torture), suatu Komite yang dibentuk 
untuk memantau UNCAT, juga menolak upaya-upaya negara untuk membenarkan penyiksaan dan 
perlakuan yang buruk sebagai cara/metode/dalih untuk melindungi keamanan publik atau untuk 
mencegah keadaan darurat. Selain itu, pemberian amnesti kepada pelaku penyiksaan atau segala 
hambatan yang menghalangi atau indikasi bahwa tidak ada keinginan untuk melakukan penuntutan 
yang segera dan adil atas terjadinya penyiksaan dan perlakukan buruk, merupakan pelanggaran dari 
prinsip ‘non-derogability’.36  
 

                                                           
31

 UN General Assembly, Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010), 17 Juli 1998, ISBN 
No. 92-9227-227-6, pasal 7(2)(e).  
32

 UN General Assembly, Code of conduct for law enforcement officials, 5 February 1980, A/RES/34/169. 
33

 United Nations, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 30 Agustus1955.  
34

 UN General Assembly , Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment, 10 December 1984, United Nations, Treaty Series, vol. 1465, p. 85, pasal 2(1). 
35

 Ibid., p. 85, pasal 2.  
36

  UN Commitee Against Torture (CAT), General Comment No 2: Implementation of Article 2 by State Parties, 24 
January 208, CAT/C/GC/2, para 5.  
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2.3. Penyiksaan dan Unsur-Unsurnya 

Pasal 1 UNCAT mendefinisikan penyiksaan sebagai:  
 

“any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted 
on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a 
confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having 
committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on 
discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or 
with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. 
It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful 
sanctions.”37 
 
[“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau 
penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh 
pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu 
perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, 
atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun 
yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut 
ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat 
publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit 
atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu 
sanksi hukum yang berlaku.”] 
 

Berdasarkan definisi tersebut, pengertian penyiksaan mencakupi: (i) setiap perbuatan yang dilakukan 
dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik fisik (jasmani) 
maupun mental (rohani); (ii) menimbulkan rasa sakit pada seseorang; (iii) dengan tujuan-tujuan 
tertentu, seperti untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, 
dengan menghukumnya atas suatu perbuatanyang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh 
orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada suatu bentuk 
diskriminasi; (iv) apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, 
dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam 
kapasitas publik; dan (v) hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, 
melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.38 Lebih ringkas, unsur-unsur 
penyiksaan dalam Pasal 1 UNCAT mencakupi: (i) sifat kejahatan; (ii) maksud/niat dari si pelaku; (iii) 
tujuan penyiksaan; dan (iv) keterlibatan pejabat publik atau yang terkait dengan pejabat publik.39 
 
Definisi penyiksaan ini menpunyai empat unsur kumulatif, yakni:  

1) Penderitaan yang luar biasa baik fisik maupun mental haruslah muncul atau ditimbulkan. 
Namun, disadari bahwa akan cukup sulit untuk menilai unsur ‘keparahan’ (severity) dengan 

                                                           
37

 UN General Assembly, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment, 10 December 1984, United Nations, Treaty Series, vol. 1465, p. 85, pasal 1. 
38

 Association for the Prevention of Torture (APT) and Convention Against Torture Initiative (CTI), Guide on Anti-
Torture Legislation, APT dan CTI, 2016, 13. 
39

 The United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture (UNVFVT, “Interpretation of Torture in the Light of the 
Practice and Jurisprudence of International Bodies”, 3 
<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Torture/UNVFVT/Interpretation_torture_2011_EN.pdf>.  
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kriteria yang obyektif, sehingga untuk memenuhi kriteria ini penyiksaan harus dalam kategori 
‘parah/luar biasa’. Tingat ‘keparahan’ ini secara umum ditafsirkan berdasarkan fakta-fakta dari 
masing-masing kasus, dengan mempertimbangkan kekhususan kondisi korban dan konteks 
dimana tindakan penyiksaan itu dilakukan.40  
 

2) Tindakan (acts) atau pembiaran (ommissions) atas terjadinya penyiksaan haruslah dilakukan 
dengan kesengajaan. Suatu tindakan atau pembiaran yang mengakibatkan penderitaan harus 
merupakan kesengajaan, dan suatu kelalaian bukan merupakan penyiksaan. UNCAT tidak secara 
khusus menyebut tentang tindakan yang berupa ‘pembiaran’ tersebut, namun interpretasi 
terhadap hukum internasional telah merekomendasikan mencakup tindakan ‘pembiaran’. 
Komentar Umum (General Comment), suatu dokumen resmi PBB yang menafsirkan pasal 
tertentu dalan Kovenan,  yang juga merekomendasikan bahwa ‘tindakan dan pembiaran’ 
termasuk dalam kejahatan penyiksaan.41 
 

3) Dengan tujuan yang khusus. Penyiksaan merupakan perbuatan yang menimbulkan penderitaan 
dan rasa sakit yang dilakukan dengan motif atau alasan-alasan tertentu. Pasal 1 UNCAT telah 
memberikan daftar tentang alasan-alasan melakukan penyiksaan, seperti penyiksan yang 
dilakukan untuk memperoleh informasi, sebagai bentuk penghukuman atau untuk 
mengintimidasi, atau dengan alasan yang didasarkan pada diskriminasi. Namun, setiap negara 
diperbolehkan untuk menambahkan ketentuan tentang tujuan-tujuan lain, sepanjang tetap 
terbuka dan fleksibel. Tujuan dan niat tersebut haruslah merupakan tujuan-tujuan yang obyektif 
dengan mempertimbangkan semua situasi, dan tidak mencakup suatu penyelidikan yang 
subjektif atas motivasi pelaku.42 Dalam konteks ini, sangat penting untuk menyelidiki 
pertanggungjawaban orang-orang dalam struktur komando atau dalam struktur atasan 
bawahan, serta terhadap pelaku langsung penyiksaan. 43 

 
4) Dilakukan oleh pejabat publik atau dengan arahan atau persetujuan pejabat resmi. Kejahatan 

penyiksaan, sebagai dinyatakan dalam Pasal 1 UNCAT, adalah tindakan-tindakan atau pembiaran 
yang dilakukan oleh pejabat publik, dengan arahan atau persetujuan pejabat publik, atau 
dilakukan oleh seseorang yang bertindak dalam kapasitas resmi. Terdapat kekhawatiran bahwa 
definsi dari ‘pejabat publik’ akan sangat sempit, sehingga Komite Anti Penyiksaan 
mengklarifikasi bahwa definisi ‘pejabat publik’ adalah luas. Pasal 1 UNCAT menyatakan, 
termasuk dalam pelaku penyiksaan yang non-negara dan privat, jika pejabat publik mengetahui 
atau berdasarkan alasan yang masuk akal bahwa penyiksaan sedang dilakukan oleh pelaku non-
negara atau privat tersebut, dan pejabat publik tersebut gagal melakukan tindakan pencegahan, 
menyelidiki, atau menghukum pelaku non-negara tersebut, maka pejabat publik tersebut 
haruslah dianggap sebagai pihak yang mendalangi, ikut serta atau bertanggungjawab karena 
menyetujui.44 Komite Anti Penyiksaan juga menginterpretasikan, bahwa frasa ‘public officials or 
other persons acting in an official capacity’ mencakup pihak yang berwenang secara de facto, 

                                                           
40

 Association for the Prevention of Torture (APT) and Convention Against Torture Initiative (CTI), Guide on Anti-
Torture Legislation, APT dan CTI, 2016, 13.  
41

 Ibid, 14.  
42

 Ibid.   
43

 Ibid.   
44

 UN Committee Against Torture (CAT) General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties, 24 
Januari 2008, CAT/C/GC/2, para 8. 
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termasuk pada pemberontak yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tertentu yang dapat 
dipersamakan dengan penerapan kewenangan dari pemerintahan yang sah.45 

2.4 Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan 
Martabat Manusia 

Ketentuan penting lainnya dalam UNCAT adalah tindakan-tindakan yang termasuk ‘perlakuan atau 
penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat Manusia’. UNCAT 
menyatakan negara wajib melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah tindakan-
tindakan tersebut.  
 
 
Pasal 16 UNCAT menyatakan:  

“1. Each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of 
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to torture as 
defined in article I, when such acts are committed by or at the instigation of or with the consent 
or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. In particular, the 
obligations contained in articles 10, 11, 12 and 13 shall apply with the substitution for references 
to torture of references to other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 

2. The provisions of this Convention are without prejudice to the provisions of any other 
international instrument or national law which prohibits cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment or which relates to extradition or expulsion.” 
 
[1. Setiap Negara Pihak harus mencegah di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau 
hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak 
termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1, apabila tindakan semacam 
itu dilakukan atas atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam 
pejabat pemerintah atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Secara khusus, 
kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam pasal 10, 11, 12, dan 13 berlaku sebagai pengganti 
acuan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain perlakuan atau hukuman lain yang 
kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. 2. Ketentuan Konvensi ini tidak 
mempengaruhi ketentuan dari setiap perangkat internasional atau hukum nasional yang 
melarang perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan 
martabat manusia atau yang berhubungan dengan ekstradisi atau pengusiran.] 

 
Penyusun Konvensi menginginkan sejumlah kewajiban negara diterapkan untuk penyiksaan, yang 
memisahkan kewajiban terkait dengan ‘perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, 
atau merendahkan martabat Manusia’. Namun, sebagaimana pandangan Komite, terdapat masalah 
terkait dengan minimnya aturan tentang perbuatan tindakan yang termasuk ‘perlakuan atau 
penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia’.46 Negara-
negara bebas untuk mengadopsi atau membentuk pengaturan, misalnya untuk mengkriminalkan 
perbuatan ‘‘perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan 

                                                           
45

 UN Committee Against Torture (CAT), Sadiq Shek Elmi v. Australia, CAT/C/22/D/120/1998, 25 Mei 1999, para 
6.5. 
46

 UN Committee Against Torture (CAT) General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties, 24 
Januari 2008, CAT/C/GC/2. 



14 
 

martabat manusia’ sebagai kejahatan yang terpisah, namun negara tetap mempunyai kewajiban 
melakukan langkah-langkah untuk mencegah tindakan-tindakan tersebut.47 
 
Komite Menentang Penyiksaan melihat, banyak negara mengidentifikasi atau mendefinisikan tindakan-
tindakan tertentu sebagai ‘perlakuan yang buruk’ dalam hukum pidana mereka. Sebagai perbandingan 
dengan ‘penyiksaan’, perlakuan yang buruk dapat berbeda dalam konteks tingkat ‘keparahan’ dari rasa 
sakit dan penderitaan, serta tidak mensyaratkan adanya tujuan-tujuan (penyiksaan) yang tidak 
diperbolehkan.48 Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan menyatakan bahwa cara atau kriteria yang 
paling baik untuk membedakan ‘torture’ dan ‘cruel, inhuman or degrading treatment’ adalah tujuan dari 
perbuatan dan ketidakberdayaan korban (powerless of the victims), daripada intensitas penderitaan 
yang muncul.49 Penyiksaan adalah dilarang dalam situasi apapun, sementara faktor ‘situasi/kondisi’ ini 
akan menentukan kualifikasi dari ‘cruel, inhuman or degrading’. Jika kekuasan atau kewenangan yang 
digunakan adalah sah dan untuk tujuan yang sah, serta diterapkan proporsional dengan tidak 
melampaui kewenangan dan tujuan yang sah tersebut, maka secara umum tindakan itu tidak masuk 
dalam kualifikasi ‘cruel, inhuman or degrading’. Namun, perlu dilihat juga bahwa dalam situasi di 
penahanan atau situasi dimana ada kontrol secara langsung terhadap para tahanan, tidak ada pengujian 
atas proporsinalitas tindakan, makan setiap tekanan fisik dan mental atau paksaan dapat dianggap 
sebagai tindakan yang ‘cruel, inhuman or degrading’.50 
 
Banyak instrumen regional dan nasional yang juga mengatur larangan ‘inhuman or degrading treatment 
or punishment’. Salah satu contohnya Konvensi HAM Eropa, yang menyatakan ‘No one shall be 
subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment’.51  Demikian pula dalam 
Konstitusi Afrika Selatan,52 Konstitusi Brazil,53 and the New Zealand Bill of Rights Act.54 Kasus-kasus yang 
menunjukkan definisi tentang ‘inhuman dan degrading treatment’ banyak dikembangkan dalam 
putusan-putusan Komisi HAM Eropa dan Pengadilan HAM Eropa, yang khususnya terkait dengan 
penafsiran Pasal 3 Konvensi HAM Eropa.55  
 
Dalam kasus Wainwright v. United Kingdom menyatakan:  
 

“ll-treatment must attain a minimum level of severity if it is to fall within the scope of Article 3 of 
the Convention. The assessment of this minimum level of severity is relative; it depends on all the 
circumstances of the case, such as the duration of the treatment, its physical and mental effects 

                                                           
47

 Association for the Prevention of Torture (APT) and Convention Against Torture Initiative (CTI), Guide on Anti-
Torture Legislation, APT dan CTI, 2016, 19.  
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 UN Committee Against Torture (CAT) General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties, 24 
Januari 2008, CAT/C/GC/2, para 10.  
49

 UN Commission on Human Rights, Civil and Political Rights, Including The Questions of Torture And Detention 
Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment Report of the Special Rapporteur on the question of 
torture, Manfred Nowak , 23 Desember 2005, E/CN.4/2006/6, para 39.  
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 Association for the Prevention of Torture (APT) and Center for Justice and International Law (CEJIL), Torture in 
International Law: A Guide to Jurisprudence, APT and CEJIL, 2008, 11-12. 
51

 Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as 
amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4 November 1950, pasal 3.  
52

 Afrika Selatan, The Constitution of the Republic of South Africa, pasal 12(1).  
53

 Brasil, Constitution of the Federal Republic of Brazil, pasal 5(III).   
54

 Selandia Baru, New Zealand Bill of Rights Act 1990, Bagian 9.   
55
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Public Law and Legal Theory, Working Paper, 2008, 15. 
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and, in some cases, the sex, age and health of the victim. In considering whether a treatment is 
"degrading" within the meaning of Article 3 , the Court will have regard to whether its object is 
to humiliate and debase the person concerned and whether, as far as the consequences are 
concerned, it adversely affected his or her personality in a manner incompatible with Article.3. 
Though it may be noted that the absence of such a purpose does not conclusively rule out a 
finding of a violation. Furthermore, the suffering and humiliation must in any event go beyond 
the inevitable element of suffering or humiliation connected with a given form of legitimate 
treatment or punishment, as in, for example, measures depriving a person of their liberty.”56 

 
Bahwa ‘tingkat kekejaman’ dan ‘tujuan’ suatu tindakan, dianggap sebagai pembeda antara ‘penyiksaan’ 
dengan ‘perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat 
manusia’. Dua kasus penting yang sering digunakan untuk membedakan antara ‘penyiksaan’ dan 
‘inhuman and degrading treatment or punishment’ adalah Greek Case dan Ireland v UK. Dalam Greek 
Case, ‘inhuman and derading treatment’ perlu dibedakan berdasarkan pada ‘batas keparahannya’ 
(threshold of severity). Perbuatan ‘inhuman treatment’ setidaknya mencakup ‘tindakan yang secara 
sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan yang parah, baik mental maupun fisik, dan tidak ada 
pembenar atas tindakan tersebut’.57 Dalam kasus Ireland v UK, Komisi HAM Eropa menyatakan bahwa 
setiap definisi dalam Pasal 3 Konvensi HAM Eropa harus dimulai dari pandangan tentang ‘inhuman 
treatment’, sehingga ‘inhuman treatment’ adalah kategori dimana tindakan-tindakan yang dilakukan 
tidak melampaui level keparahan dari suatu tindakan penyiksaan, dan kategori ini dapat digunakan 
sebagai rujukan untuk menentukan apakah tindakan tersebut merupakan tindakan yang 
‘merendahkan’.58 
 
Sementara untuk tindakan ‘degrading treatment’, juga mempunyai karakterikstik yang spesifik. Dalam 
Greek Case, suatu tindakan kategorikan sebagai ‘degrading treatment’ haruslah menyiratkan suatu 
tindakan ‘penghinaan yang berat’ (gross humiliation).59 Komisi HAM Eropa dalam Kasus East African 
Asians v UK juga menyatakan bahwa:  
 

“… general purpose of this provision is to prevent interferences with the dignity of man of a 
particularly serious nature. It follows that an action, which lowers a person in rank, position, 
reputation or character can only be regarded as ‘degrading treatment’ in the senses of article 3, 
which it reaches a certain level of severity”.60  

 
Artinya, tindakan yang termasuk dalam ‘degrading treatment’ adalah tindakan yang menimbulkan 
tingkat ‘keparahan tertentu’ dan ‘menggangu martabat seseorang’. Dalam kasus Tyrer v UK misalnya, 
pengadilan HAM Eropa menyatakan bahwa penghukuman yang termasuk dalam ‘degrading’ adalah 
perendahan martabat dan penghinaan yang mencapai level tertentu, yang didasarkan pada kasus 
perkasus, misalnya terkait dengan sifat dan konteks penghukuman serta tindakan dan metode 
pelaksanaannya.61  
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 European Court of Human Rights, Wainwright v. United Kingdom , 44 E.H.R.R. 40, 2007,  para 41.  
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Kategori lainnya adalah niat untuk melakukan tindakan yang merendahkan, bahwa ketiadaan niat bukan 
berarti menghilangkan pelanggaran. Dalam kasus Peer v Greece, pembiaran pihak yang berwenang 
untuk untuk memperbaiki kondisi (penahanan) yang buruk sebagai suatu tindakan yang ‘kurang 
menghormati’ sehingga merupakan pelanggaran Pasal 3 Konvensi (Eropa). Dalam kasus Price v UK, 
meskipun tidak ada niat untuk merendahkan atau menghina, tindakan menempatkan seseorang dalam 
penahanan yang tidak layak merupakan ‘degrading treatment’.62 Secara umum, “degrading treatment’ 
atau ‘perlakuan yang merendahkan’ telah didefinisikan oleh Komisi HAM Eropa yang mencakup 
perlakukan atau penghukuman yang ‘mempermalukan secara kasar para korban dihadapan pihak lain 
atau memaksa para tahanan untuk bertindak diluar kehandak atau hati nuraninya’.63 
 
Kasus Ireland v UK menafsirkan penyiksaan sebagai bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau 
merendahkan martabat manusia dengan tingkat kekejaman (severity) yang jauh lebih berat.64 Bahwa 
perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia dianggap sebagai bentuk 
perlakuan sewenang-wenang yang tidak cukup serius untuk dikategorikan sebagai penyiksaan.65 Oleh 
karenanya, perlakuan yang merendahkan dapat diklasifikasikan sebagai perlakuan yang tidak manusiawi, 
dan jika sudah mencapai taraf yang paling serius, dapat diklasifikasikan sebagai penyiksaan.  
 
Merujuk pada berbagai penafsiran tersebut diatas, untuk mempermudah pendefinisian sebagaimana 
dalam Putusan Pengadilan HAM Eropa dan Komisi HAM Eropa, pengertian dari ‘inhuman treatment or 
punishment’ adalah ‘suatu tindakan atau pengabaian yang secara segaja dilakukan dan menyebabkan 
penderitaan fisik atau mental yang sangat (intense)’. Sementara pengertian ‘degrading treatment or 
punishment’ adalah tindakan yang “mempermalukan atau merendahkan seseorang, menunjukkan 
ketiadaan atau berkurangnya martabat kemanusiaanya atau membangkitkan rasa ketakutan, 
kecemasan atau rasa rendah diri yang mampu merusak ketahanan moral dan fisik seseorang, dan 
menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang cukup parah.”66 
 
Rujukan lainnya terkait dengan perbuatan yang termasuk ‘inhuman treatment’ atau dapat ditemukan 
dalam unsur-unsur kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Kata ‘inhuman’ 
terdapat dalam Kejahatan terhadap Kemanusiaan, berupa “perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat 
sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau 
mental atau kesehatan fisik” (Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great 
suffering, or serious injury to body or to mental or physical health).67 Frasa ‘inhuman acts’, dalam 
penjelasan unsur-unsur kejahatannya, dinyatakan sebagai “penderitaan luar biasa, atau gangguan serius 
terhadap kesehatan badan atau mental atau fisik, dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang tidak 
manusiawi” (great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health).68 
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International Law: A Guide to Jurisprudence, APT and CEJIL, 2008, 20.  
63

 European Commission on Human Rights, Greek Case, Vol. II, 32, 1339.   
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Frasa ‘inhuman treatment’ juga terdapat dalam tindakan ‘penyiksaan’ atau ‘perlakukan yang tidak 
manusiawi’ (torture or inhuman treatment) dalam Kejahatan Perang,69 yang mendefinikan ‘inhuman 
treatment’ sebagai “siksaan fisik atau derita mental atau kesengsaraan terhadap satu atau lebih orang” 
(severe physical or mental pain or suffering upon one or more persons). Dalam unsur-unsur kejahatan ini, 
yang membedakan ‘inhuman treatment’ dengan ‘torture’ adalah ketiadaan syarat bahwa tindakan (tidak 
manusiawi) tersebut dilakukan untuk tujuan yang khusus (specific purpose). Dalam kasus di International 
Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY), pengadilan menggunakan definisi yang lebih luas, 
menyatakan bahwa ‘inhuman treatment’ adalah “menyebabkan penderitaan atau luka fisik atau mental 
atau mengakibatkan serangan yang serius terhadap  martabat manusia” (causes serious mental or 
physical suffering or injury or constitute a serious attack on human dignity). Komite HAM menyatakan 
untuk menerapkan definisi yang sama dengan unsur-unsur kejahatan dalam Statuta Roma 1998, dengan 
menekankan tentang tingkat keparahan dari penderitaan atau rasa sakit baik fisik atau mental. Bahwa 
pelanggaran terhadap larangan untuk melakukan ‘inhuman treatment’ misalnya, termasuk pada kasus-
kasus terkait dengan perlakukan yang buruk, kondisi buruk tempat-tempat penahanan, serta kasus-
kasus terkait dengan kekurangan makanan, air dan kesehatan terhadap pada tahanan.70  
 
Merujuk pada berbagai uraian diatas, definisi penyiksaan dan perlakukan yang buruk berdasarkan 
UNCAT adalah tindakan yang dilakukan atau melibatkan pejabat publik atau orang yang bertindak dalam 
kapasitas resmi. Perbedaanya, tindakan yang merupakan ‘cruel, ihuman or degrading treatment, dapat 
terjadi dalam dimana tidak ada tujuan-tujuan sebagaimana dalam tujuan penyiksaan, tidak dilakukan 
dengan sengaja, atau tingkat keparahannya yang berbeda.71 Oleh karenanya, merujuk pengaturan dalam 
berbagai hukum internasional, larangan perlakukan yang kejam dan tidak manusiawi ini berlaku bagi 
semua pejabat publik atau pihak yang terkait dengan pejabat publik, dan memunculkan kewajiban 
positif bagi bagi negara dan aparatnya untuk mencegah dan tidak terlibat dalam tidakan semacam itu 
serta melindungi semua orang dari tindakan-tindakan yang kejam dan tidak manusiawi.72 

2.5. Jangka Waktu Penghukuman  

UNCAT menyatakan kewajiban untuk melakukan penghukuman kejahatan penyiksaan dengan hukuman 
yang layak mengingat sifat beratnya kejahatan penyiksaan,73 sehingga pengaturan penyiksaan dalam 
hukum nasional juga mencerminkan bahwa kejahatan ini memang sangat kejam dan hukum harus 
efektif untuk menghentikan praktik penyiksaan. Komite Menentang Penyiksaan merekomendasikan, 
lama hukuman antara 6 sampai dengan 20 tahun, yang sejalan dengan tingkat kejahatannya yang perlu 
dikenakan hukuman yang tinggi. Penghukuman yang demikian akan menujukkan keseriusan dari negara, 
dan negara dapat mengatur skala penghukuman dengan memperberat hukuman ketika penyiksaan yang 
terjadi berakibat pada kematian para korban atau mengakibatkan cacat yang permanen, atau ketika 
penyiksaan dilakukan pada ibu hamil atau anak-anak dibawah 18 tahun.74 
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2.6. Bentuk Tindakan dan Pertanggungjawaban Pidana  

Pasal 4 UNCAT, selain mengatur kewajiban negara untuk menjadikan penyiksaan sebagai kejahatan 
dalam hukum pidana nasionalnya juga mengatur tentang bentuk-bentuk tindakan dan  
pertanggungjawaban dari kejahatan penyiksaan. Tindakan untuk melakukan percobaan (attempts) 
penyiksaan, keterlibatan (complicity) atau turut serta (participation) dalam kejahatan penyiksaan harus 
diperlakukan sama dengan tindakan penyiksaan itu sendiri. Negara-negara mempunyai kewajiban 
mencegah pejabat publik dan orang-orang lain yang bertindak dalam kapasitas pejabat publik 
melakukan, mendorong, menghasut, terlibat atau berpartisipasi dalam kejahatan penyiksaan.  
 
Artinya, hukum nasional mengenai larangan penyiksaan haruslah juga mencakup berbagai tindakan 
terkait dengan penyiksaan dan bentuk pertangungjawaban para pelaku, misalnya mencakup 
pertanggungjawaban pelaku yang langsung melakukan penyiksaan maupun pelaku tidak langsung. 
Negara-negara juga dapat membentuk suatu ‘penyesuaian’ yang diperlukan, yang secara jelas 
dimaksudkan untuk mengkriminalkan upaya percobaan dan tindakan-tindakan atas keterlibatan atau 
partisipasi dalam penyiksaan, serta menyatakan perbuatan-perbuatan itu sebagai kejahatan penyiksaan. 
Oleh karenanya, tindakan-tindakan yang dapat dihukum haruslah mencakup tindakan: (i) melakukan 
penyiksaan; (ii) percobaan melakukan penyiksaan; (iii) keterlibatan dalam tindakan penyiksaan; (iv) 
bentuk-bentuk lain dari tindakan partisipasi/ikut serta; (v) mendorong (instigation) melakukan 
penyiksaan; (vi) penghasutan (incitement) untuk melakukan penyiksaan; dan (vii) penyiksaan yang 
dilakukan oleh pejabat publik yang menyetujui atau mengarahkan untuk melakukan penyiksaan.75 

2.7. Ketentuan Mengenai Daluarsa (Statutory Limitations)  

Salah satu masalah krusial dalam pengaturan kejahatan penyiksaan adalah ketentuan mengenai 
daluarsa (statutory limitations). Penyiksaan merupakan kejahatan yang ekstrim dan adanya resiko 
bahwa para korban perlu situasi yang aman serta untuk memastikan tidak adanya amnesti bagi pelaku, 
Komite Menentang Penyiksaan terus menekankan bahwa untuk kejahatan penyiksaan seharusnya tidak 
ada ketentuan mengenai daluarsa,76 yang misalnya dalam Concluding Observations merekomendasikan 
bahwa “action to punish them is not subject to statues of limitations and excludes any measure implying 
impunity, such as an amnesty or a general pardon”.77  
 
Pengaturan kejahatan penyiksaan dalam hukum nasional, sebagaimana direkomendasikan oleh  Komite, 
harus secara tegas menghapuskan klausul daluarsa untuk kejahatan penyiksaan.78 Rekomendasi ini 
ditopang sejumlah fakta bahwa banyaknya putusan pengadilan yang menentukan bahwa kejahatan-
kejahatan yang merupakan pelanggaran HAM yang serius dan melanggar non-derogable rights tidak 
boleh ada amnesti, sehingga ketentuan yang menghalagi penuntutan untuk kejahatan-kejahatan 

                                                           
75

 Association for the Prevention of Torture (APT) and Convention Against Torture Initiative (CTI), Guide on Anti-
Torture Legislation, APT dan CTI, 2016, 25. 
76

 UN Committee Against Torture (CAT), General comment no. 3, 2012 : Convention against Torture and Other 
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tersebut dianggap tidak berlaku. Hal ini misalnya terlihat dalam putusan kasus Videla (1994) di Cile,79 
dan berbagai putusan HAM Inter-Amerika. Putusan kasus  Chumbipuma Aguirre et al. v. Peru di 
Pengadilan HAM Inter-Amerika menyatakan:  
 

“all amnesty provisions, provisions on prescription and the establishment of measures designed 
to eliminate responsibility are inadmissible, because they are intended to prevent the 
investigation and punishment of those responsible for serious human rights violations such as 
torture, … all of them prohibited because they violate non-derogable rights recognised by 
international human rights law.”80  

 
Putusan tersebut diperkuat dengan putusan-putusan lain, yakni Trujillo Oroza v. Bolivia (2002),81 El 
Caracazo v. Venezuela,82 dan Myrna Mack Chang v. Guatemala,83 yang kesemuanya menegaskan bahwa 
segala aturan pembatasan yang yang ditujukan untuk menghilangkan tanggung jawab tidak dapat 
diterima. Di tingkat nasional, berbagai negara telah menerapkan ketiadaan daluarsa bagi kejahatan 
penyiksaan, dengan alasan-alasan yang menyerupai, diantaranya Kolombia,84 El Salvador,85 Belanda.86 
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Penyiksaan dalam Hukum Indonesia 

 
Sebagaimana mana disebutkan bagian awal, berbagai regulasi di Indonesia telah melarang kejahatan 
penyiksaan. UUD 1945 menyatakan bahwa hak untuk tidak disiksa sebagai hak yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadan apapun:  
 

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, … adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apapun”.87  
 
“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat 
martabat manusia …”.88 

 

UU No. 39 Tahun 1999 juga mengatur tentang larangan penyiksaan serta memberikan definisi tentang 
maksud dari penyiksaan.  

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, 
tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”89  

“Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan 
rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani, pada seseorang untuk 
memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan 
menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh 
seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk 
diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, 
dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat politik.” 90 

Kedua pengaturan diatas sejalan dengan berbagai pengaturan dalam hukum HAM internasional, bahwa 
penyiksaan merupakan perbuatan yang dilarang dalam situasi apapun dan maksud penyiksaan telah 
merujuk pada UNCAT. Larangan penyiksaan semakin kuat ketika Indonesia meratifikasi UNCAT pada 
tahun 1988,91 yang memberikan kewajiban kepada Indonesia untuk mengatur kejahatan penyiksaan 
dalam hukum pidananya serta melakukan langkah-langkah pencegahan penyiksaan yang efektif.  

Pengaturan lainnya terkait dengan kejahatan penyiksaan terdapat dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan HAM, yang menempatkan penyiksaan sebagai suatu bentuk kejahatan asal (underlying act) 
dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Definisi penyiksaan berdasakan UU ini:  

“… dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, 
baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah 
pengawasan.”92  
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UU No. 26 Tahun 2000 menjelaskan, definsi kejahatan terhadap kemanusiaan diadopsi dari perumusan 
dalam Statuta Roma 1998, sehingga unsur-unsur kejahatannya haruslah merujuk pada unsur-unsur 
kejahatan dalam Statuta Roma. Berdasarkan Elements of Crimes dari Statuta Roma 1998, unsur-unsur 
penyiksaan diantaranya: (i) pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau 
penderitaan yang luar biasa baik secara fisik maupun mental; (ii) orang atau orang-orang itu berada 
dalam tahanan atau berada di bawah kontrol pelaku; dan (iii) rasa sakit atau penderitaan tersebut tidak 
hanya muncul dari, dan tidak inheren atau hanya sekadar mengikuti, sanksi-sanksi hukum.93  

Larangan penyiksaan juga terdapat dalam beberapa peraturan lain, misalnya larangan melakukan 
kekerasan terhadap anak. UU Perlindungan Anak melarang setiap orang melakukan kekejaman, 
kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak.94 Demikian pula dengan UU 
Sistem Peradilan Pidana Anak, menjamin bahwa anak yang berada dalam proses peradilan pidana harus 
diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan, penghukuman atau tindakan lainnya yang 
kejam, tidak manusiawi serta merendakan derajat dan martabatnya.95 UU Sistem Peradilan Pidana Anak 
ini sebetulnya cukup maju karena selain menyebut tentang larangan penyiksaan, juga menyebut tentang 
kewajiban untuk adanya ‘perlakuan yang manusiawi’, dan anak bebas dari ‘penghukuman atau tindakan 
lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat’. UU mencoba memberikan penjelasan 
tentang pengertian ‘merendahkan derajat dan martabat’, namun hanya berupa contoh yang tidak 
secara definitif menjelaskan maksud perbuatan yang merendahkan derajat dan martabat tersebut.96 
Lainnya, tindakan yang berupa ‘perlakuan yang manusiawi’, dan ‘tindakan lainnya yang kejam, tidak 
manusiawi dan merendahkan martabat’ tidak ada ketentuan mengenai sanksi pidana, sehingga dapat 
ditafsirkan perbuatan-perbuatan tersebut belum merupakan suatu tindak pidana.  

Sejumlah regulasi lain secara implisit melarang tindakan penyiksaan dan perlakuan yang kejam dan 
merendahkan martabat. UU Kepolisian misalnya, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa Indonesia 
telah meratifikasi UNCAT, sehingga anggota kepolisian wajib memedomani dan mentaati ketentuan 
tersebut.97 Demikian pula dengan Peraturan Kapolri yang memberikan panduan bagi anggota kepolisian 
untuk tidak ‘mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi 
atau merendahkan martabat manusia’ dan  ‘menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti 
ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan’,98 serta ‘menjamin 
perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya’.99 Anggota 
Kepolisian juga dilarang melakukan ‘penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat 
dalam kejahatan’. 100 

3.1. Penyiksaan dalam KUHP  
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Selain sejumlah peraturan diatas, KUHP merupakan regulasi yang memberikan ‘ruang’ untuk mengadili 
kejahatan penyiksaan. Dalam praktik pengadilan pidana (umum),  kasus-kasus yang terkait dengan 
penyiksaan dapat dijerat dengan pasal-pasal terkait dengan penganiayaan yakni Pasal 351, 353, 354, 
355, 356(3) dan pasal-pasal yang terkait dengan penyalahgunaan jabatan, yakni Pasal 421 dan 422 
KUHP.101  

Pasal 351  
(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan 
luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika 
mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan 
penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan 
kejahatan ini tidak dipidana.  

 
Pasal 353  
(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatka luka-luka berat, yang bersalah dikenakan 
pidana penjara paling lama tujuh tahun. (3) Jika perbuatan itu mengkibatkan kematian yang 
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 

 

Pasal 354  
(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan 
berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan 
kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. 

 
 
Pasal 355  
(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan 
pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, 
yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lams lima belas tahun.  
 
 
Pasal 356  
Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga: 
1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau 
anaknya; 2. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejsbat ketika atau karena 
menjalankan tugasnya yang sah; 3. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan 
yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.  
 
Pasal 421  
Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, 
tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua 
tahun delapan bulan.  
 
Pasal 422  
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Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan barang paksaan, baik untuk 
memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun. 

 
Pasal-pasal tersebut dalam dalam praktiknya memang digunakan untuk mengadili para  pelaku 
kejahatan penyiksaan, yang jika digabungkan dalam beberapa pasal ‘seolah’ memenuhi kriteria sebagai 
suatu kejahatan penyiksaan. Seorang pejabat publik melakukan penganiyaan biasanya akan dijerat 
dengan pasal 351 dan 352 KUHP serta Pasal 422. Namun seringkali, perbuatan yang telah memenuhi 
unsur kejahatan penyiksaan, kemudian diadili dengan hanya menempatkan pelaku (yang pejabat publik) 
sebagai warga sipil yang melakukan penganiayaan. Sebagai contoh, seorang terdakwa anggota polisi 
yang dituduh ‘secara melawan hukum telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut 
melakukan, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang menyebabkan meninggalnya’ 
seorang korban dalam tahanan102 serta kasus lain dimana aggota polisi yang didakwa melakukan 
‘penganiayaan’ terhadap korban dalam tahanan yang mengakibatkan korban mengalami meninggal dan 
luka berat. Dalam kasus pertama, terdakwa diancam dengan Pasal 351(3) Jo Pasal 55(1) ke- 1 KUHP 
(primair), Pasal 351(2) Jo Pasal 55(1) ke- 1 KUHP (subsidair), dan Pasal 351(1) Jo Pasal 55(1) ke- 1 KUHP 
(lebih subsidair ).103 Dengan konstruksi demikian, unsur-unsur yang akan dibuktikan di pengadilan hanya 
mencakupi: (i) barang siapa; (ii) melakukan penganiayaan; (iii) mengakibatkan mati; (iv) menimbulkan 
luka berat; (iv) yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.104  

Kedua kasus itu menunjukkan bagaimana kejahatan penyiksaan telah dikonstruksikan sebagai perbuatan 
penganiayaan baik yang menimbulkan luka berat atau menimbulkan kematian, yang menurunkan 
tingkat keseriusan tindakan penyiksaan tersebut. Unsur yang terkait dengan menimbulkan luka berat 
dan kematian, sepintas memenuhi kriteria perbuatan yang menimbulkan ‘rasa sakit dan penderitaan 
luar biasa’ sebagaimana definisi dalam UNCAT. Namun, terdapat unsur-unsur lain yang tidak tercakup, 
yakni unsur niat atau tujuan dari para pelaku melakukan penyiksaan tersebut misalnya untuk 
memperoleh informasi atau melakukan tindakan diskriminasi dan unsur yang status para pelaku yang 
merupakan pejabat atau bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat publik. Akibatnya, pengadilan juga 
gagal menempatkan tindakan tersebut sebagai sebuah kejahatan penyiksaan dan proses peradilan 
hanya menempatkan mereka sebagai pelaku sebagaimana warga negara biasa. Pengadilan tidak mampu 
memberikan pembobotan yang lebih atas posisi para terdakwa dan menguraikan kemungkinan 
keterlibatan pihak lain misalnya atasan mereka, sehingga menutup kemungkinan mengurai lebih jauh 
tentang tindakan yang berupa ‘pembiaran’ oleh atasan para pelaku. Konsekuensi dari proses ini 
kemudian adalah hukuman ringan kepada para pelaku, yang misalnya untuk kasus pertama pelaku 
hanya terbukti ‘turut serta melakukan penganiayaan’ dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara.105 
Sementara untuk kasus kedua, terdakwa terbukti melakukan ‘tindak pidana penganiayaan’, dan hanya 
dijatuhi pidana 2 tahun penjara.  

Pengaturan dalam KUHP tersebut jelas mempunyai kelemahan dan kurang memadai, jika dibandingkan 
dengan pengertian penyiksaan dan kewajiban negara untuk mencegah dan mengukum pelaku 
penyiksaan berdasarkan UNCAT. Merujuk pada unsur-unsur penyiksaan dalam pasal 1 UNCAT, kejahatan 
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penyiksaan haruslah mencakupi: (i) sifat kejahatan; (ii) maksud/niat dari si pelaku; (iii) tujuan 
penyiksaan; dan (iv) keterlibatan pejabat publik atau yang terkait dengan pejabat publik.106 Setidaknya 
terdapat enam kelemahan rumusan KUHP:   

Pertama, pasal 1 UNCAT mendefinisikan bahwa penyiksan haruslah berakibat pada timbulnya rasa sakit 
atau penderitaan yang luar biasa, baik fisik (jasmani) maupun mental (rohani), sementara definisi 
penganiayaan dalam KUHP tidak membedakan ‘tingkat’ rasa sakit tersebut. penganiayaan misalnya 
didefinisikan sebagai ‘dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka’,107 dan ini 
merupakan definisi yang cukup luas. Sementara untuk mendefinisikan luka berat, hakim diberikan 
kebebasan untuk menentukan sebagai luka berat atas setiap luka badanaiah sesuai dengan pengertian 
yang umum.108 

Kedua, tidak satu pasal dalam KUHP yang mencakupi definisi penyiksaan. Salah satu pasal KUHP 
memang memberikan penekanan pada penderitaan dan rasa sakit yang ‘severe’ dengan adanya klausul 
tentang tindakan mengakibatkan kematian dan luka berat, tetapi tidak merumuskan tentang unsur niat 
spesifik, misalnya sebagaimana dalam pasal 1 UNCAT. Demikian pula dengan tindakan yang dilakukan 
oleh pejabat publik, mempunyai unsur bahwa tindakan tersebut ‘memaksa’ untuk ‘memeras pengakuan’ 
atau ‘memperoleh informasi, namun tidak memberikan unsur terkait dengan menimbulkan ‘rasa sakit 
atau penderitaan yang luar biasa baik fisik atau mental.  

Ketiga, pasal-pasal KUHP hanya merujuk pada tindakan yang langsung dilakukan oleh pelaku yang 
mengakibatkan rasa sakit dan penderitaan, namun tidak mencakupi tindakan yang merupakan 
‘pembiaran’ yang berakibat sama. KUHP memang telah memberikan peluang terjeratnya pelaku dalam 
kapasitas yang berbeda dengan klausul ikut serta berdasarkan adanya kesamaan niat dari para pelaku,109 
namun kecil kemungkinan untuk menjerat para atasan pelaku yang melakukan kelalaian atau tidak 
melakukan tindakan memadai untuk mencegah penyiksaan. Dalam Pasal 421 KUHP terdapat frasa 
‘membiarkan sesuatu’, namun hal ini tidak cukup mendefinisikan bahwa tindakan pembiaran 
(ommission) oleh pejabat publik dalam hal akan, sedang atau telah terjadi tindakan penyiksaan akan 
mampu diadili.  

Keempat, terkait dengan niat/maksud atau tujuan dari pelaku untuk melakukan penyiksaan yang harus 
jelas. Bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindakan penyiksaan haruslah, setidaknya ada tujuan 
spesifik, diantaranya; (i) memeras pengakuan; (ii) memperoleh informasi dari korban atau pihak ketiga’ 
(iii) untuk penghukuman; (iv) sebagai cara untuk melakukan intimidasi dan paksaan; dan (v) melakukan 
tindakan diskriminasi. Pasal 422 KUHP hanya membuka ruang penghukuman bagi pejabat publik yang 
melakukan paksaan untuk mendapatkan pengakuan dan informasi, tetapi tidak ada klausul tentang 
tujuan penyiksaan sebagai tindakan yang penghukuman atau diskriminasi.  

Kelima, pengaturan tentang pejabat yang melakukan penyiksaan sangat terbatas sebagaimana diatur 
dalam pasal 422 KUHP. Pasal ini hanya mengatur tentang ‘pejabat’ dan tidak mencakup pihak lain yang 
‘bertindak dalam kapasitas resmi’ dan ‘mendapakan arahan atau persetujuan’ lain, dan hanya mencakup 
‘pejabat yang dalam suatu perkara pidana’. Pengaturan tentang unsur penyiksaan harusnya dilakukan 
oleh pejabat publik yang mempunyai kewenangan tertentu, tetapi juga mencakupi orang-orang yang 
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bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat publik, atau orang-orang yang mendapatkan ‘persetujuan 
atau arahan’ dari pejabat publik. Demikian pula dengan sempitnya klausul ‘pejabat dalam suatu perkara 
pidana’, yang mengandaikan pejabat ini dapat dijerat melakukan penyiksaan dalam pasal 422 KUHP jika 
dilakukan dalam konteks adanya suatu perkara pidana, padahal konteks penyiksaan adalah lebih luas, 
bukan hanya terkait perkara pidana, misalnya perbuatan-perbuatan pejabat publik yang melakukan 
penahanan dan kemudian penyiksaan untuk memperoleh informasi tertentu yang tidak terkait dengan 
perkara pidana.  

Keenam, melihat ancaman hukuman dari sejumlah pengaturan di KUHP tersebut, terlihat bahwa 
kejahatan-kejahatan yang diatur tidak mencerminkan bahwa penyiksaan dianggap sebagai kejahatan 
yang ekstrim, sebagai bagian dari kejahatan internasional dimana para pelakunya tidak boleh 
mendapatkan amnesti. Pasal-pasal KUHP yang digunakan untuk mengadili kejahatan penyiksaan, selain 
ancaman hukumannya masih rendah, juga terdapat ketentuan mengenai daluarsa.  
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Analisis Pengaturan Tentang Penyiksan, Perlakuan Atau 

Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan 

Martabat Dalam R KUHP 
 

Berbagai negara menggunakan model untuk menginkorporsikan hukum-hukum pidana internasional ke 
dalam hukum pidana nasional, baik melalui Konstitusi maupun dalam hukum pidananya. Setidaknya ada 
tiga model dalam menginkorporasikan UNCAT dalam hukum pidana nasional suatu negara. Pertama, 
dengan membentuk UU anti penyiksaan secara khusus, yang dimaksudkan untuk melaksanakan 
Konvensi apakah secara keseluruhan atau sebagian. Kedua, melakukan perubahan atas peraturan yang 
sudah ada, termasuk disini adalah menghapuskan peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan 
Konvensi dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan UNCAT. Ketiga, kombinasi dari dua metode diatas, 
yakni mengadopsi sebagian atau keseluruhan isi UNCAT dan melakukan revisi peraturan yang ada.110  
 
Indonesia tampak berkendak untuk memastikan penyiksaan sebagaimana kejahatan dalam hukum 
pidana nasional, sebagaimana yang tertuang dalam RKUHP. Para penyusun RKUHP telah memasukkan 
perumusan pasal 1 UNCAT dalam RKUHP, dalam Bagian tentang “Tindak Pidana Paksaan dan Tidak 
Pidana Penyiksaan’, sebagaimana tertuang dalam Pasal 669. Selain itu dalam RKUHP juga mengatur 
tentang seorang pejabat publik, dalam hal ini pegawai negeri, yang dilarang untuk melakukan paksaan 
dalam perkara pidana untuk mendapatkan pengakuan atau memberikan keterangan.  
 

Pasal 668:  
Pegawai negeri yang dalam perkara pidana menggunakan paksaan, baik  paksaan agar orang 
mengaku maupun paksaan agar orang memberikan keterangan, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V. 
 
Penjelasan Pasal 668:  
Dalam ketentuan Pasal ini yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kekuasaannya" adalah 
menggunakan kekuasaan secara tidak sah. Sebagai contoh adalah penyidik yang dalam 
melakukan penyidikan memaksa tersangka untuk mengaku, atau memaksa saksi memberikan 
keterangan menurut kemauan dari penyidik. Memaksa dapat juga dilakukan secara fisik 
maupun secara psikis dengan jalan menakut-nakuti supaya tertekan jiwanya. Tetapi apabila 
yang diperiksa itu seorang saksi yang memberikan keterangan yang nyata-nyata bertentangan 
dengan kenyataan dan penyidik tersebut memberikan peringatan keras atau menunjukkan 
akibat yang tidak baik atas keterangan saksi yang bohong tersebut, ketentuan ini tidak 
diterapkan. 

 
Pasal 669 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama  15 (lima 
belas) tahun setiap pejabat atau orang-orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat 
resmi atau setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seorang pejabat 
publik, yang melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, 
baik fisik maupun mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh dari orang 
tersebut atau pihak ketiga informasi atau pengakuan, menjatuhkan pidana terhadap perbuatan 
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yang telah dilakukannya atau dicurigai telah dilakukan atau dengan tujuan untuk melakukan 
intimidasi atau memaksa orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam 
segala bentuknya. 
  
Penjelasan Pasal 669 
Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tindak pidana yang dikenal dengan nama Torture. Tindak 
pidana ini sudah menjadi salah satu tindak pidana internasional melalui konvensi 
internasional Convention against Torture and other Cruel, In Human or Degrading Treatment or 
Punishment, 10 December 1984.  Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah 
meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, oleh karena 
itu  perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dikategorikan sebagai 
suatu tindak pidana. 
 
Yang dimaksud dengan “perbuatan yang dilarang” adalah suatu perbuatan yang tidak manusiawi 
yang mengakibatkan penderitaan berat bagi seseorang baik secara fisik maupun mental, tidak 
termasuk penderitaan yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan pidana yang didasarkan 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Bahwa untuk keperluan tulisan ini, analisis akan memfokuskan pada Pasal 669 R KUHP, yang secara 
khusus telah didefinisikan sebagai ‘tindak pidana penyiksaan’. Penjelasan dari Pasal 669 telah 
menegaskan bahwa ‘tindak pidana penyiksaan’ dalam pasal ini merujuk pada UNCAT, yang seharusnya 
dapat ditafsirkan bahwa perumusan ‘tindak pidana penyiksaan’ ini merujuk pada definisi Pasal 1 UNCAT 
dan sejumlah pengaturan dalam UNCAT lainnya. Namun, merujuk pada definisi yang dirumuskan dalam 
berbagai pengaturan dalam Pasal 669 dan pengaturan terkait lainnya, RKUHP belum sepenuhnya 
memastikan tindakan kejahatan penyiksaan ini sebagai kejahatan yang serius dan pelakunya harus 
dihukum dengan setimpal.  

4.1. Definisi ‘Tindak Pidana Penyiksaan’ Perlu Ada Penjelasan yang Memadai  

Perumusan Pasal 669 secara umum sesuai dengan definisi Pasal 1 UNCAT. Unsur-unsur tindak pidana 
penyiksaan dalam Pasal 669 mencakup:  

(i) setiap pejabat atau orang-orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi 
atau setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seorang pejabat 
publik;  

(ii) melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik 
maupun mental terhadap seseorang; 

(iii) dengan tujuan untuk: (a) memperoleh dari orang tersebut atau pihak ketiga informasi atau 
pengakuan, (b) menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau 
dicurigai telah dilakukan, atau (c) dengan tujuan untuk melakukan intimidasi atau memaksa 
orang-orang tersebut atau (d) atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya. 

 
Namun demikian, melihat perumusan dalam Pasal 669 masih mengandung sejumlah catatan. Pertama, 
definisi Pasal 699 menghilangkan klausul pengecualian dari penyiksaan yakni, “… tidak meliputi rasa 
sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi 
hukum yang berlaku”. Klausul ini justru diletakkan pada bagian penjelasan, yang menyatakan “… tidak 
termasuk penderitaan yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan pidana yang didasarkan pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan”. Klausul ini sebaiknya dikembalikan lagi kedalam Pasal 669 
dan tidak diletakkan dalam bagian penjelasan untuk memastikan kesesuaian dengan Pasal 1 UNCAT. 
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Sejumlah negara melakukan proses pengadopsian dengan perumusan yang persis seperti dalam definisi 
pasal 1 UNCAT. 
 
Kedua, perlu ada penjelasan yang memadai terkait dengan ‘tindak pidana penyiksaan’. Penjelasan dalam 
pasal 669 perlu ditambahkan bahwa unsur-unsur kejahatan penyiksaan, yang dapat dilakukan dengan 
memerinci makna dari setiap unsur, tanpa mengurangi kewenangan hakim untuk menggunakan rujukan 
dalam berbagai sumber dalam hukum internasional dan kasus-kasus di pengadilan. Hal ini bisa dilakukan 
dengan merujuk pada berbagai literatur hukum pidana internasional, misalnya dengan perumusan 
unsur-unsur pidananya seperti dalam dokumen element of crimes´ di Statuta Roma 1998, maupun 
putusan-putusan pengadilan internasional yang telah mengadili dan memeriksa kasus-kasus penyiksaan.  
 
Dengan adanya perumusan penjelasan unsur kejahatan ini, hakim tidak akan terlalu luas atau terlalu 
‘bebas’ dalam menafsirkan unsur-unsur kejahatan penyiksaan tersebut. Pengalaman pengadilan di 
Indonesia, misalnya dalam menerapkan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, hakim tidak 
menggunakan rujukan yang sama, dimana sebagian merujuk pada hukum pidana internasional dan 
praktek pengadilan internasional, dan sebagian lainnya merujuk pada pengertian yang menyerupai 
unsur-unsur kejahatan yang selama ini dipraktikkan dalam hukum pidana nasional. Akibatnya,  putusan 
dengan peristiwa yang sama mendapatkan argumen putusan yang berbeda-beda dan berdampak pada 
aspek bersalah atau tidaknya pelaku.  
 
Rekomendasi: Terdapat sejumlah unsur yang memerlukan penjelasan yang memadai, yakni 
penjelasan tentang:  

(i) pejabat atau orang-orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi dan 
setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seorang pejabat 
publik;  

(ii) penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang; 
(iii) informasi atau pengakuan; 
(iv) menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dicurigai telah 

dilakukan; 
(v) intimidasi atau memaksa; dan 
(vi) diskriminasi dalam segala bentuknya.  

 
Penjelasan umum lainnya yang perlu ditambahkan adalah memastikan ketentuan ‘tindak pidana 
penyiksaan’ perbuatan yang dilarang dalam situasi apapun (non-derogable), sebagaimana 
dinyatakan dalam UNCAT maupun hukum internasional lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa 
tidak ada justifikasi apapun untuk melakukan penyiksaan, baik dalam situasi perang maupun damai, 
termasuk untuk mematuhi perintah atasan. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 404 RKUHP, 
perintah untuk melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan perbuatan 
melawan hukum, maka kejahatan penyiksaan perlu untuk diberikan ketentuan tambahan bahwa 
penyiksaan dengan dalih melaksanakan perintah atasan haruslah tetap dihukum.  

4.2. Kategori Pelaku Penyiksaan  dan Bentuk Pertanggungjawaban  

Para pelaku penyiksaan dapat mencakup ‘setiap pejabat atau orang-orang lain yang bertindak dalam 
suatu kapasitas pejabat resmi atau setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan 
seorang pejabat publik’, yang telah sesuai dengan pasal 1 UNCAT. Namun, masih perlu penegasan 
tentang pertanggungjawaban pidana pelaku. Pasal 4 UNCAT memperluas bahwa tanggung jawab tidak 
hanya pada orang yang melakukan penyiksaan secara langsung, tetapi juga terhadap tindakan setiapa 
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orang yang ‘berpartisipasi atau ikut serta’. Hal ini mencakup, misalnya orang-orang yang dalam posisi 
komandan atau atasan, yang memerintahkan atau menyetujui, atau gagal mencegah dan menghentikan 
penyiksaan, atau melakukan proses hukum kepada pelakunya.  
 
Komite Menentang Penyiksaan menyatakan bahwa pihak berwenang atau pihak yang bertindak dalam 
kapasitas resmi, mengetahui atau berdasarkan alasan yang masuk akal mempercayai bahwa penyiksaan 
atau perlakuan buruk sedang terjadi oleh pihak lain (yang bukan pejabat) dan gagal melakukan upaya 
yang seharusnya diakukan (misalnya mencegah, menyelidiki, dan menghukum pelaku) maka negara 
harus bertanggung jawab dan pejabat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dalang, turut serta atau 
bertanggungjawab mengarahkan atau menyetujui tindakan penyiksaan itu.111 
 
Bahwa adanya klausul tentang cakupan pelaku yang harus bertanggungjawab ini untuk menghindari 
bahwa kejahatan penyiksaan hanya akan mampu menjerat para pelaku langsung, atau bawahan tanpa 
adanya tanggung jawab dari atasan. Hal ini juga untuk mengindari bahwa bahwa para atasan yang anak 
buah mereka melakukan penyiksaan, hanya dikenai sanksi administratif, misalnya sanksi mutasi semata.  
 
Terkait dengan bentuk pertanggungjawaban ini, maka terhadap kejahatan penyiksaan, haruslah 
mencakup tindakan: (i) melakukan penyiksaan; (ii) percobaan melakukan penyiksaan; (iii) keterlibatan 
dalam tindakan penyiksaan; (iv) bentuk-bentuk lain dari tindakan partisipasi/ikut serta; (v) mendorong 
(instigation) melakukan penyiksaan; (vi) penghasutan (incitement) untuk melakukan penyiksaan; (vii) 
penyiksaan yang dilakukan oleh pejabat publik yang menyetujui atau mengarahkan untuk melakukan 
penyiksaan.112 
 

 Rekomendasi: pengaturan tentang penyiksaan ini harus mencakup pertanggungjawaban dari 
pejabat dalam posisi komandan atau atasan, yang gagal melakukan pencegahan dan 
penghentian penyiksaan dan pengukuman kepada pelaku, padahal mempunyai kewenagan untuk 
melakukan upaya-upaya tersebut.  

4.3. Ancaman Pidana masih ringan  

Pasal 669 memberikan ancaman untuk tindakan penyiksaan dengan “pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama  15 (lima belas)”.  Ancaman pidana ini masih ringan, dan tidak sesuai 
dengan rekomendasi Komite, yakni minimal 6 tahun.  
 
UNCAT menyatakan kewajiban penghukuman kejahatan penyiksaan dengan hukuman yang layak 
mengingat sifat beratnya kejahatan,113 sehingga dalam hukum nasional harus juga mencerminkan 
bahwa kejahatan ini memang sangat kejam dan akan efektif untuk menghentikan praktik penyiksaan. 
Komite Menentang Penyiksaan merekomendasikan hukuman antara 6 sampai dengan 20 tahun, dengan 
terus menekankan bahwa kejahatan ini harus dihukum sejalan dengan tingkat kejahatannya dan perlu 
dikenakan dengan hukuman yang tinggi. Penghukuman yang tinggi ini menujukkan keseriusan dari 
Negara. Negara-negara kemudian mengatur skala penghukuman dengan memperberat hukuman lebih 
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tinggi ketika kejahatan penyiksaan ini berakibat pada kematian para korban atau mengakibatkan cacat 
yang permanen atau ketika tilakukan pada ibu hamil atau anak-anak dibawah 18 tahun.114 
 

 Rekomendasi: Ancaman hukuman untuk tindak pidana penyiksaan minimal 6 tahun dan maksimal 
20 tahun.  

4.4. Seharusnya Tidak ada ketentuan Daluarsa dalam Tindak Pidana Penyiksaan   

Pasal 669 memberikan ancaman untuk tindakan penyiksaan dengan “pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama  15 (lima belas) tahun”, yang berarti bahwa tindak pidana ini akan terkenal 
klausul daluwarsa. Berdasarkan pada Pasal 156 (1) huruf d R KUHP, penuntutan tindak pidana 
penyiksaan ini akan gugur setelah 12 tahun.115 Pengaturan ini bertentangan dengan rekomendasi 
Komite Menentang Penyiksaan, sebagaimana dalam Komentar Umum No. 3, bahwa untuk kejahatan 
penyiksaan ini tidak ada daluarsa (statute of limitations).  
 
Hal ini menunjukkan bahwa ‘tindak pidana penyiksaan’ dalam R KUHP masih dipandang sebagai 
kejahatan yang tidak memiliki bobot keseriusan yang tinggi, misalnya jika dibandingkan dengan 
Kejahatan Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, dan Kejahatan Perang, padahal ‘tindak pidana 
penyiksaan’ ini juga merupakan ‘jus congens’. Pasal 406 R KUHP tegas menyatakan bahwa untuk 
kejahatan-kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang,  ketentuan 
mengenai daluwarsa tidak berlaku.116  
 

 Rekomendasi: untuk tindak pidana penyiksaan tidak dikenakan ketentuan mengenai daluwarsa.  

4.5. Perlunya pengaturan tentang ‘perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, 
atau merendahkan martabat Manusia’ 

RKUHP tidak mengatur, yang dapat ditafsirkan, melarang tindakan-tindakan yang mencakup ‘perlakuan 
atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia’. Berbagai 
pasal dalam RKUHP tampak dapat digunakan untuk menghukum orang-orang yang melakukan tindakan 
yang keji dan tidak manusiawi, misalnya dengan tindak pidana penganiayaan. Namun, sebagaimana 
yang diuraikan diatas, ada elemen penting dalam terkait dengan ‘perlakuan atau penghukuman lain 
yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat Manusia’ yang membedakan dengan 
perbuatan kejam dan tidak manusiawi lainnya, yakni perbuatan itu haruslah dilakukan oleh pejabat 
publik atau pihak yang terkait dengan pejabat publik. 
 
Pasal-pasal yang terkait dengan ‘Tindak Pidana Jabatan’ mungkin dapat menjadi dasar untuk mengukum 
perbuatan yang kejam dan tidak manusiawi, namun masih tidak mencukupi sebagai cara yang efektif 
untuk melakukan pencegahan dan penghukuman terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Pasal 668 
terkait larangan melakukan pemaksaan untuk mengakui dan memberikan keterangan secara fisik dan 
mental sehingga korban tertekan jiwanya,117 hanya mencakupi perbuatan yang dilakukan dalam perkara 
pidana. Demikian pula dengan Pasal 672, RKUHP yang menyatakan “pegawai negeri yang 

                                                           
114

 Association for the Prevention of Torture (APT) and Convention Against Torture Initiative (CTI), Guide on Anti-
Torture Legislation, APT dan CTI, 2016, 21.  
115

 RKUHP, pasal 156 (1).  
116

 RKUHP, pasal 406. 
117

 RKUHP, Penjelasan pasal 668.  



31 
 

menyalahgunakan kekuasaanya memaksa orang untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan 
sesuatu, dipindana dengan pidana penjara …”, dapat digunakan untuk menjerat tindakan pejabat publik 
yang menyalahgunakan kekuasaanya yang berakibat pada terjadinya tindakan yang keji dan tidak 
manusiawi, namun Pasal ini tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang akibat dari tindakan 
penyalahgunaan kekuasaan itu sehingga sesuai dengan tujuan untuk mencegah perbuatan ‘perlakuan 
atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat Manusia’.  
 
Praktik selama ini, banyak penjabat publik yang melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan 
terjadinya perbuatan yang mempermalukan, keji dan tidak manusiawi yang dapat dihukum, karena 
perbuatan tersebut tidak menimbulkan luka yang serius/parah atau mengakibatkan kematian yang tidak 
masuk dalam klasifikasi penyiksaan atau penganiayaan sekalipun. Oleh karenanya, sebagai bagiaan dari 
kewajiban untuk mencegah tindakan berupa perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak 
manusiawi, atau merendahkan martabat Manusia, maka untuk tindakan-tindakan yang mencakup 
‘perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat Manusia’ 
perlu untuk diatur dalam RKUHP dan diberikan sanksi yang jelas.  
 
Pertanyaan kemudian adalah, bagaimana merumuskan tindak pidana yang merupakan ‘perlakuan atau 
penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat Manusia’?. Perumusan 
tindak pidana dapat dilakukan dengan merujuk pada pengertian dalam berbagai  hukum internasional 
atau merujuk pada yurisprudensi putusan-putusan pengadilan pidana internasional, khususnya yang 
terkait dengan tindakan ‘ill-treatment’, ‘cruel and inhuman treatment’ dan ‘degrading treatment’. 
Beberapa unsur penting dalam tindak pidana untuk perbuatan-perbuatan tersebut adalah: (i) pelaku 
adalah pejabat publik atau orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi, atau orang-orang yang 
mendapatkan persetujuan atau arahan dari pejabat resmi; (iii) tindakan tersebut haruslah dilakukan 
dengan tujuan/niat atau adanya kesengajaan untuk melakukan ‘perlakuan atau penghukuman lain yang 
kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat Manusia’; dan (iii) mendefinikan secara ketat 
maksud perbuatan yang berupa ‘perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau 
merendahkan martabat Manusia’, dimana definisi yang ketat ini untuk menghindari penafsiran yang 
luas. Ketiga unsur tersebut harus disertai dengan penjelasan, bahwa kelalaian suatu pejabat publik 
sehingga terjadi tindakan  ‘perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau 
merendahkan martabat manusia’ bukan merupakan tindak pidana, kecuali pejabat publik tersebut 
melakukan pengabaian, tidak menghentikan atau bertindak secara layak berdasarkan kewenangannya 
untuk memastikan pelakunya dihukum.  
 

 Rekomendasi: Perlu ada pengaturan terkait dengan perbuatan yang termasuk dalam  ‘perlakuan 
atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat Manusia.’ 
Perumusan unsu-unsur tindak pidana ini harus dirumuskan secara ketat dan tidak multitafsir. 
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Penutup 
 
Tulisan ini telah mencoba melakukan analisa atas perumusan tindak pidana penyiksaan dalam RKUHP, 
yang menunjukkan bahwa perumusan tindak pidana penyiksaan tersebut masih perlu diperbaiki. 
Pemerintah telah sepakat bahwa penyiksaan merupakan kejahatan dalam hukum pidana nasional 
Indonesia dan telah berupaya untuk menyesuaikan perumusan kejahatan penyiksaan sesuai dengan 
hukum internasional. Namun, merujuk pada modifikasi perumusan penyiksaan yang diadopsi dari pasal 
1 UNCAT, perumusan masih memerlukan penjelasan yang memadai, khususnya untuk memastikan 
bahwa penyiksaan ini mempuinyai pembeda dengan tindak pidana lain misalnya penganiyaan, dan 
memastikan pengukuman yang efektif kepada para pelakunya. Perbaikan lainnya adalah perlunya 
memberikan ancaman hukuman yang memadai terhadap kejahatan penyiksaan untuk memastikan 
tingkat keseriusan kejahatan ini dan memastikan pelaku tidak dihukum ringan, sebagaimana kasus-kasus 
penyiksaan yang selama ini terjadi.  
 
Kejahatan penyiksaan, yang akan diatur dalam KUHP, perlu ditopang dengan ketentuan lain yang 
mendukung efektifitas penuntutan dan penghukuman penyiksaan. Ketentuan-ketentuan lain yang 
menopang tersebut adalah: (i) ketiadaan daluarsa untuk kejahatan penyiksaan; (ii) bentuk-bentuk 
pertanggungjawaban para pelaku yang bukan saja akan dikenakan kepada pelaku langsung yang 
melakukan penyiksaan secara langsung, tetapi juga kepada pihak yang melakukan pembiaran terjadinya 
tindakan penyiksaan padahal mempunyai kewenangan untuk mencegah atau menghentikan penyiksaan, 
dan (iii) adanya ketentuan bahwa perintah atasan untuk melakukan penyiksaan adalah pelanggaran 
hukum dan tidak dapat menjadi alasan untuk pembebasan hukuman.  
 
Rekomendasi lainnya adalah perlunya pengaturan, yang memungkinkan adanya pencegahan dan 
penghukuman yang efektif, terkait dengan tindakan-tindakan yang berupa ‘perlakuan atau 
penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat Manusia’. Pengaturan 
yang demikian penting dibentuk, untuk memastikan tidak terjadinya berbagai tindakan yang kejam dan 
tidak manusiawi yang dilakukan pejabat publik dimasa depan.   
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Profil ICJR 
 
 
Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang 
memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi 
hukum pada umumnya di Indonesia.  
 
Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi 
hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan 
peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan 
juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai 
alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan 
menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum 
pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.  
 
Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis 
guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan 
hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki 
tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap 
hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan 
terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada 
perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan “conditio sine quo non” dengan proses 
pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.  
 
Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih 
efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. 
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah 
tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan 
secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan 
kehadiran ICJR  
 
Sekretariat : 
Jl. Siaga II No. 6F. Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510  
Phone/Fax : 0217945455  
Email : infoicjr@icjr.or.id  
http://icjr.or.id | @icjrid 
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Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP 
 
 
Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian 
terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang 
dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang 
berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. 
 
Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan 
reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus 
utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) 
mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam 
KUHP. 
 
RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun 
pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan negara 
dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran 
hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas 
lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama. 
 
Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP 
mengembangkan advokasi di tingkat nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional 
Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai resource center advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat 
mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP. 
 
Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri 
diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjaring masukan dari berbagai daerah di Indonesia 
seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai 
dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, 
dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai 
pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun 
informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP. 
 
Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. Aliansi juga melakukan proses 
pemantauan pembahasan dan telah memberikan masukan ke DPR atas Naskah RUU KUHP Tahun 2012. 
Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalah dalam RUU KUHP yang saat ini akan dibahas kembali 
antara Pemerintah danDPR. Aliansi akan terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk 
memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan. 
Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi-organisasi non 
pemerintah di Indonesia. 
 
Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalahElsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI 
Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, LBH Jakarta, ArusPelangi, HRWG, YLBHI, SEJUK, LBH 
APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MaPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, PBHI, 
WikiDPR, Rumah Cemara, Epistema Institute dan ECPAT. 
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